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PERJALANAN MOU CFDS UGM-Pemprov Sulbar
Dalam Penyelenggaraan SPBE

2022 2023 2024

1. Penyusunan Arsitektur 
(6 domain)dan Peta 
Rencana (7 Muatan) 
V1.0 (Done)

2. Dashboard Monev 
Arsitektur dan Peta 
Rencana SPBE (Done)

1. Reviu Penajaman 
Arsitektur dan Peta 
Rencana (v2.0)

2. Penyusunan Dokumen 
Tata Kelola

3. Pendampingan audit 
infrastruktur dan audit 
aplikasi

4. Menyusun dan 
Memandu pedoman 
Manajemen Data dan 
Risiko

1. Untuk Pemenuhan Indikator 11 
dan 12 (PermenpanRB 59, 
2020)

2. Pondasi Keterpaduan dan 
Keberlanjutan TIK

3. Bagian dari agenda Reformasi 
Birokrasi

1. Menjaga tingkat kematangan 
indeks SPBE dan peningkatan 
bertahap

2. Memastikan Tata Kelola dan 
Manajemen TIK terpadu dan 
berkelanjutan (

1. Menjaga tingkat kematangan 
indeks SPBE

2. Memastikan Tata Kelola dan 
Manajemen TIK terpadu dan 
berkelanjutan

3. Integrasi Layanan Tematik 
bertahap menuju data driven 
government
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1. Reviu Penajaman 
Arsitektur dan Peta 
Rencana (v3.0)

2. Mendampingi 
Pelaksanaan Tata 
Kelola Manajemen dan 
Pengembangan 
Integrasi Layanan

3. Menyusun dan 
Memandu pedoman 
Manajemen TIK lainnya

T

T

T



Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator
2022 Buku Arsitektur dan 

Peta Rencana SPBE 
v1.0

Mencakup Studi Literatur, Survey, 
Analisa Kondisi Eksisting, Pembuatan 
Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana 
SPBE as is (versi 1.0)

Indikator 11
Indikator 12

2022 Dashboard Arsitektur 
dan Peta Rencana 
SPBE

Mencakup aktivitas mendesain, 
verifikasi, update dan analisa visualisasi 
informasi

Reviu 
Indikator 11 
dan 
Indikator 12



Dashboard Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2022

https://sulbar.myspbe.id/#dashboard



Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator
2023 Reviu Arsitektur 

dan Peta Rencana 
v2.0

Mereview kelengkapan, validitas, dan kesesuaian arsitektur serta peta 
rencana dengan melakukan update pada dashboard Peta Rencana

Reviu 
Indikator 11 
dan 
Indikator 12

2023 Buku Saku Tata 
Kelola TIK

Mencakup Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 
mendukung 4 indikator tata kelola Teknologi Informasi Komunikasi SPBE 
Pemprov. Sulawesi Barat, yaitu: 
1. Keterpaduan Rencana dan anggaran, 
2. Pembangunan Aplikasi SPBE, 
3. Layanan Pusat Data
4. Sistem Penghubung Layanan

Masing-masing indikator dicetak menjadi satu buku saku.

Indikator 13
Indikator 15
Indikator 16
Indikator 18

2023 Persiapan dan 
Pendampingan 
Audit Tools BRIN

Mencakup persiapan pemanfaatan Audit Tools BRIN dan pendampingan 
agenda audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

Persiapan 
Pemenuhan
Indikator 29 &
Indikator 30

2023 Pedoman 
Manajemen 
Resiko SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemprov. 
Sulawesi Barat

 Indikator 21

2023 Pedoman 
Manajemen Data 
SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Data SPBE Pemprov. 
Sulawesi Barat

Indikator 23



Dashboard Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2023

https://sulbar.myspbe.id/



Dashboard Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2023

Draft SK Tata Kelola 



Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator
2024 Reviu Arsitektur dan Peta 

Rencana SPBE v 3.0
Mencakup penyusunan regulasi pedoman 
Manajemen Risiko SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

 Reviu 
Indikator 11 
dan 
Indikator 12

2024 Pedoman Manajemen Aset 
TIK SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen 
Aset TIK Pemprov. Sulawesi Barat

Indikator 24

2024 Pedoman Manajemen 
Kompetensi SDM SPBE

Mencakup penyusunan regulasi pedoman 
Manajemen Kompetensi SDM SPBE Pemprov. 
Sulawesi Barat

Indikator 25

2024 Manajemen Pengetahuan 
SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen 
Pengetahuan SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

Indikator 26

2024 Pedoman Manajemen 
Layanan SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen 
Layanan SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

Indikator 28

Keterangan: bisa ke depan dilanjutkan Manajemen Perubahan (indikator 27) dan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22) 
karena belum terlalu jelas rujukannya



Nanang Ruswianto, S.T, M.Kom
Koordinator Evaluator SPBE UGM (KemenPANRB) - UGM (2018-skrg)

Peneliti Smart City & SPBE, CFDS - Fisipol UGM (2018-sekarang)

Tim Koordinasi Jogja Smart Province DIY (2018-sekarang)

IT Konsultan (unit usaha UGM) sejak (2004 - sekarang)

CFDS Focus Area:

1. Digital Governance, including:
1. Social Media and Politics
2. E-democracy/digital democracy
3. digital literacy for government
4. eGovernment (SPBE)

2. Digital Economy, including
1. Small and Medium Enterprises (SMEs) go online
2. Financial Technology
3. Development of e-commerce

3. Future Technology
1. Artificial Intelligence
2. Cloud Computing
3. Data Analytics

Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada 
adalah pusat kajian yang berfokus dalam isu 
masyarakat digital. Didirikan pada tahun 2015, CfDS 
UGM berdiri di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.



Kerjasama Pemprov SulBar-CFDS UGM

Penyusunan Tata Kelola TIK (SOP 
untuk 4 indikator: 13,15,16,18), 
Penyiapan Audit TIK : Aplikasi dan 
Infrastruktur

2023

Pelaksanaan Audit Keamanan  SPBE

*2024

Arsitektur SPBE & Peta Rencana
Indikator 11&12

2022

Swakelola Tipe-2

Manajemen Risiko dan Manajemen 
Data

Manajemen Aset TIK, SDM, 
Pengetahuan, Perubahan, 
Keamanan Informasi dan Layanan

*scope tentative, sesuai kebutuhan dan arah kebijakan Pemda



PERJALANAN MOU CFDS UGM Dengan Pemprov Sulbar
Dalam Penyelenggaraan SPBE

2022 2023 2024

1. Penyusunan Arsitektur 
(6 domain)dan Peta 
Rencana (7 Muatan) 
V1.0 (Done)

2. Dashboard Monev 
Arsitektur dan Peta 
Rencana SPBE (Done)

1. Reviu Penajaman 
Arsitektur dan Peta 
Rencana (v2.0)

2. Penyusunan Dokumen 
Tata Kelola

3. Pendampingan audit 
infrastruktur dan audit 
aplikasi

4. Menyusun dan 
Memandu pedoman 
Manajemen Data dan 
Risiko

1. Untuk Pemenuhan Indikator 11 
dan 12 (PermenpanRB 59, 
2020)

2. Pondasi Keterpaduan dan 
Keberlanjutan TIK

3. Bagian dari agenda Reformasi 
Birokrasi

1. Menjaga tingkat kematangan 
indeks SPBE dan peningkatan 
bertahap

2. Memastikan Tata Kelola dan 
Manajemen TIK terpadu dan 
berkelanjutan

1. Menjaga tingkat kematangan 
indeks SPBE

2. Memastikan Tata Kelola dan 
Manajemen TIK terpadu dan 
berkelanjutan

3. Integrasi Layanan Tematik 
bertahap menuju data driven 
government
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1. Reviu Penajaman 
Arsitektur dan Peta 
Rencana (v3.0)

2. Mendampingi 
Pelaksanaan Tata 
Kelola Manajemen dan 
Pengembangan 
Integrasi Layanan

3. Menyusun dan 
Memandu pedoman 
Manajemen TIK lainnya

T

T

T



1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien melalui 
pemanfaatan TIK yang komprehensif.

2. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
mencakup empat indikator dari tata kelola TIK antara lain; 
keterpaduan rencana dan anggaran, pembangunan 
aplikasi SPBE, layanan pusat data dan sistem penghubung 
layanan. 

3. Pendampingan penyiapan keperluan audit SPBE Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat.

4. Meningkatkan nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat tahun 2023.

5. Terwujudnya pengelolaan manajemen risiko, dan 
manajemen data  SPBE di lingkup pemerintahan Provinsi 
Sulawesi Barat.

Sasaran



DOKUMENTASI 
KEGIATAN 
(jan-feb 2023)

Selasa, 10 Januari 2023 | Dikbud

Selasa, 17 Januari 2023 | BPKPD

42 OPD sudah melakukan penajaman



Selasa, 24 Januari 2023 | 
Dinas Kelautan & Perikanan

Selasa, 31 Januari 2023 | Dinas Kehutanan



Selasa, 7 Februari 2023 | 
Dinas Perkebunan & DLH

Selasa, 14 Februari 2023 | Kelompok 1



Recording: 
https://drive.google.com/drive/folders/12WGEcawHm0lNTELzOMN7LCjFwXJYzEzb?usp=sharing

Selasa, 21 Februari 2023 |  Kelompok 3

Selasa,28 Februari 2023 | Kelompok 4

https://drive.google.com/drive/folders/12WGEcawHm0lNTELzOMN7LCjFwXJYzEzb?usp=sharing


Pendampingan Persiapan Audit Aplikasi SPBE

Manajemen Risiko dan Data

Pendampingan Persiapan Audit Infrastruktur SPBE



Ruang Lingkup
1 Buku Saku Tata Kelola TIK Mencakup Pembuatan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) untuk mendukung 4 
indikator tata kelola Teknologi Informasi 
Komunikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat, 
yaitu: 
1. Keterpaduan Rencana dan Anggaran, 
2. Pembangunan Aplikasi SPBE, 
3. Layanan Pusat Data
4. Sistem Penghubung Layanan
Masing-masing indikator dicetak menjadi 
satu buku saku.

Done

2 Persiapan dan 
Pendampingan Audit Tools 
BRIN

Mencakup persiapan pemanfaatan Audit 
Tools BRIN dan pendampingan agenda audit 
infrastruktur dan audit aplikasi SPBE 
Pemprov. Sulawesi Barat

Done

3 Pedoman Manajemen 
Resiko dan Manajemen 
Data SPBE

Mencakup penyusunan regulasi pedoman 
Manajemen Risiko dan Manajemen Data 
SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

 Done

https://sulbar.myspbe.id/



Draft SK Ka Dinas Kominfo | Buku Saku Tata Kelola TIK 

https://tinyurl.com/sulbardraftsk 

https://tinyurl.com/sulbardraftsk


Buku Saku-1 | SOP Keterpaduan Rencana Anggaran SPBE

https://tinyurl.com/sulbarsop01



Buku Saku-2 | SOP Pembangunan Aplikasi SPBE

https://tinyurl.com/sulbarsop02



Buku Saku-3 | SOP Layanan Pusat Data

https://tinyurl.com/sulbarsop03



Buku Saku-4 | SOP Sistem Penghubung Layanan

https://tinyurl.com/sulbarsop04
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Audit SPBE
Instansi Pemerintah meningkatkan 

indeks SPBE sebesar (4.5%).

(Permenpan RB no 59 Tahun 2020)

Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE

Audit SPBE

Sesuai PermenPANRB 59 2020, 
Ruang lingkup Audit Infrastruktur Meliputi:

1. Jaringan Intra Pemerintah
2. Sistem Penghubung Layanan

Sesuai PermenPANRB 59 2020, 

Ruang lingkup Audit Aplikasi Meliputi: 
3 Aplikasi Khusus (Daerah)
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Audit dgn Tools BRIN
Persyaratan Audit Eksternal SPBE dengan BRIN 

https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/

https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/


iPhone project
Show and explain your web, app or 
software projects using these gadget 
templates.

27

Metodologi
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Ruang Lingkup Audit Aplikasi SPBE

Tata Kelola
1. Evaluasi Tata Kelola
2. Pengarahan Tata Kelola
3. Pemantauan Tata Kelola

1

Manajemen
1. Manajemen Risiko
2. Manajemen SDM
3. Manajemen Data
4. Manajemen Perencanaan Layanan

5. Manajemen Pengetahuan
6. Manajemen Perubahan
7. Manajemen Aset
8. Manajemen Pengembangan Layanan

9. Manajemen Operasional Layanan

10. Manajemen Sistem Pengendalian Internal

2

3

Fungsionalitas dan Kinerja
1. Perencanaan
2. Pengembangan
3. Pengoperasian
4. Pemeliharaan
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Struktur Audit JIP
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Struktur Audit SPLP
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Kebutuhan Dokumen dalam Audit Aplikasi & Infra SPBE
1. Struktur Organisasi Diskominfo 

2. Dokumen Arsitektur & Peta Rencana SPBE

3. Dokumen terkait 8 Jenis Manajemen SPBE : (Risiko, Keamanan 

Informasi, Data, Aset TIK, SDM, Pengetahuan, Perubahan, Layanan)

4. Dokumentasi Aplikasi Khusus 

5. Source Code Aplikasi dalam GIT

6. SOP TIK

7. Topologi Jaringan

8. SPLP / API Gateway



Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko spbe dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi eksisting dari 

penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.

1. Penetapan Konteks
Mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan dari risiko SPBE, 
antara lain:

a. Sasaran dan target kinerja 
b. Kategori risiko:

1. Rencana Induk & Arsitektur 
SPBE Daerah

2. Peta Rencana SPBE 
3. Proses Bisnis
4. Rencana dan Anggaran
5. Inovasi SPBE Daerah
6. Kepatuhan

1. Tata Kelola Implementasi
2. Data dan Informasi
3. Infrastruktur SPBE
4. Aplikasi SPBE
5. SDM SPBE
6. Bencana Alam

32

Sumber: PERMENPANRB No 5 Tahun 2020 ttg Manajemen Risiko SPBE



1. Penetapan Konteks
Mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan dari risiko 
SPBE, antara lain:

c. Area dampak risiko
● Finansial
● Reputasi
● Kinerja
● Layanan Organisasi
● Operasional dan Aset TKI
● Hukum dan Regulasi 
● Sumber Daya Manusia

d. Kriteria Kemungkinan
e. Kriteria Dampak 
f. Level Risiko
g. Selera Risiko 

33Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko spbe dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi eksisting dari 

penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.

Sumber: PERMENPANRB No 5 Tahun 2020 ttg Manajemen Risiko SPBE



2. Penilaian Risiko SPBE 
Memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak yang dapat terjadi di 
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah  serta mengambil keputusan 
mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko SPBE lebih 
lanjut.

3. Penanganan Risiko SPBE
Tahapan ini sebagai mitigasi penyebab risiko SPBE yang terdiri dari:

a. Eskalasi Risiko
b. Eksploitasi Risiko
c. Peningkatan Risiko
d. Pembagian Risiko
e. Penerimaan Risiko

4. Komunikasi dan Konsultasi
Menyediakan, membagikan, mendapatkan informasi dan menciptakan dialog 
dengan stakeholders melalui kegiatan (survey, meeting,dan focus group 
discussion). 

34Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko spbe dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi eksisting dari 

penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.

Sumber: PERMENPANRB No 5 Tahun 2020 ttg Manajemen Risiko SPBE



5. Pemantauan reviu 

Memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi risiko SPBE 

serta mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses 

manajemen risiko SPBE.

6. Pengendalian

Pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Menyampaikan 

hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan.
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https://drive.google.com/file/d/1yhQ5gaJ22LabJjqnm5Hd1US9_7wlvgmc/view (Permenpanrb 5, 2020)

Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko spbe dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi eksisting dari 

penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.

https://drive.google.com/file/d/1yhQ5gaJ22LabJjqnm5Hd1US9_7wlvgmc/view


Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia
dalam tahap pembangunan.

-

2

Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia.
Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit 
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

1. Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi 
matriks program dan kegiatan Manajemen 
Risiko SPBE

2. Kajian & Form Manajemen Risiko Umum yang 
belum memuat scope SPBE

3
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan 
pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan 
berdasarkan Risiko SPBE.

Kajian & Form 2.1-4.0 yang telah terisi yang 
terdapat pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 
Tahun 2020

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui 
strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi 
Pusat/Pemerintah
Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi 
secara periodik.

1. SK Komite Manajemen Risiko SPBE
2. Notulensi Rapat atas reviu penerapan 

manajemen risiko SPBE di seluruh OPD
3. Photo kegiatan komite manajemen risiko

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan 
Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan 
Informasi.

Pembaharuan / update Form daftar risiko beserta 
rencana mitigasi risikonya

Manajemen Risiko

FORMULIR: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K-xH1jx3qCCt_QjdV4Dr9QwiExFsthpO/edit#gid=1563508905 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K-xH1jx3qCCt_QjdV4Dr9QwiExFsthpO/edit#gid=1563508905




Manajemen Data
bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang 
akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses 
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
dan pengendalian pembangunan nasional.

MANDAT MANAJEMEN DATA | REGULASI NASIONAL 
(Perpres 95, 2018)

Kolaborasi
dilakukan bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional
(Kemen PPN/Bappenas)

Sumber: Perpres 95,2018: psl 49

Proses Manajemen Data
dilakukan melalui pengelolaan arsitektur data, data 
induk, data referensi, basis data, dan kualitas data
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Arsitektur Data Informasi

Domain Data dan Informasi

Prinsip yang Perlu diperhatikan:
1) Data harus dikumpulkan dan 
dipelihara secara terintegrasi untuk 
mendukung kebutuhan; 
2) Data merupakan aset yang dapat 
diperbarui dan dapat digunakan 
kembali; 
3) Data harus mempunyai kualitas dan 
integritas setinggi mungkin untuk 
dapat digunakan dalam mengambil 
keputusan; 
4) Data harus disimpan atau 
ditempatkan di struktur dan lokasi 
paling sesuai untuk pemanfaatan yang 
optimal; 
5) Data yang sifatnya dinamis harus 
diperbaharui setiap saat; 
6) Data harus bisa dibagi pakaikan 
untuk kebutuhan bersama



Ownership Matrix | R.A.C.I
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https://docs.google.com/spreads
heets/d/1Hxg-UoLkBMCiqxfWjnx
3T7wRpyMNP4GQyTMKAWtOg
DI/edit#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxg-UoLkBMCiqxfWjnx3T7wRpyMNP4GQyTMKAWtOgDI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxg-UoLkBMCiqxfWjnx3T7wRpyMNP4GQyTMKAWtOgDI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxg-UoLkBMCiqxfWjnx3T7wRpyMNP4GQyTMKAWtOgDI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxg-UoLkBMCiqxfWjnx3T7wRpyMNP4GQyTMKAWtOgDI/edit#gid=0


Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan.
Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan 
terencana.

2

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program 
kegiatan yang terarah dan terencana.
Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.

1. Peta Rencana SPBE yang berisi program 
dan kegiatan Manajemen Data

2. Dokumentasi pelaksanaan program dan 
kegiatan Manajemen Data, Data 
sektoral, data set pada layanan open 
data

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada 
pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data 
referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

Pelaksanaan forum satu data yang 
melibatkan produsen data, wali data, 
pembina data

4
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan 
data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah.
Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

1. Notulensi/catatan/telaahan/laporan/rek
omendasi tindak lanjut terhadap 
penerapan Manajemen Data

2. Undangan rapat pelaksanaan 
reviu/dokumentasi aktivitas reviu 
(opsional)

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti 
melalui perbaikan penerapan Manajemen Data.

Bukti Dukung melakukan tindak lanjut / 
perbaikan dari rekomendasi di Notulen

Manajemen Data



SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah )

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
merupakan perangkat integrasi untuk 
melakukan pertukaran layanan SPBE

Tujuan: 
memudahkan pemerintah daerah dalam 
melakukan integrasi antar layanan SPBE 
yang diselenggarakan di internal maupun 
berkolaborasi secara vertikal dan 
horizontal

Pemanfaatan API Manager atau 
Enterprise Service Bus serta 

service directory yang sudah 
dimiliki dan dioperasikan antar 

layanan

Kong Gateway (OSS)

KrakenD

WSO2 API

Fusio
https://www.fusio-project.org/

https://www.krakend.io/

https://konghq.com/products/ko
ng-gateway

https://wso2.com/api-management/



Keterangan:
Kotak Hijau : Layanan Elektronik blm ada
Kota Biru: semua layanan elektronik (baik adm 
pemerintahan maupun pelayanan publik
Garis merah: integrasi super apps
Garis putus-putus : integrasi SPL

Usulan OPD Terlibat (Tahap-1)
- Dinas Kominfo
- BKD

SPLP dan SuperApps



Unduh bahan ini pada QR Code disamping 

atau akses di 

https://tinyurl.com/sosialisasispbe2023



Evaluasi 2022
Baik

Evaluasi 2021
Cukup



Evaluasi 2023

Evaluasi 2022
Baik



Evaluasi 2022Evaluasi 2021



Evaluasi 2022 Evaluasi 2023



Narasi Bukti Dukung



Saran Secara Umum

1. Untuk lampiran bukti dukung sebaiknya label dikode 
sesuai dengan indikator, misal: 
Indikator38_NamaBuktiDukung (Nama Bukti Dukung yang 
singkat informatif).pdf

2. Dalam menarasikan sebaiknya sesuai dengan kaidah 
penjelasan dan skeleton yang ada di ketentuan pedoman 
Menpanrb nomor 6 tahun 2023 (untuk kedepannya perlu 
disesuaikan).

3. Diperlukan pembuktian kapabilitas di level-level 
kematangan (2,3,4) yang dilalui dengan pointer yang baku 
dan komprehensif.



Cara Menarasikan
Pengungkapan FAKTA sebaiknya untuk setiap penjelasan bukti dukung 
memuat apa bukti dukung tersebut (tentang apa) ada di pasal atau halaman 
mana dan merujuk pada file mana. (agar polanya sama): Penetapan apa, 
tentang apa, dimana (pointer pasal dan atau halaman) dan file mana. 
MISAL: Indikator 3 - Level-3
Kebijakan terkait Manajemen Data tercantum dan telah ditetapkan pada 
Perda No 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE pada Pasal 16 
dan 34 sesuai data dukung 3.a-PERDA-No-16-Tahun-2018.pdf dan 
Keputusan Bupati Nomor 308 Tahun 2022 tentang Tata Kelola SPBE di 
Kabupaten Karawang yang memuat pengaturan proses Manajemen Data 
pada Lampiran Halaman 6 & 7 Huruf I angka 1 s/d 6, sesuai data dukung 
3.b-KepBup-No-308-Tahun-2022.pdf (FAKTA) 
Pengaturan pada kebijakan tersebut telah memuat seluruh rangkaian 
proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis 
data, kualitas data dan interoperabilitas data. (ANALISIS)


